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ABSTRAK 

Indonesia merupakan negara agraris dimana memiliki potensi di bidang pertanian 
dalam hal ini pertanian pangan padi. Produksi pangan di Indonesia dapat memenuhi 
konsumsi masyarakat Indonesia. Laban pertanian Pangan Padi sendiri berdasarkan 
pada Sensus Pertanian di tahun 2013 oleh Badan Pusat Statistik seluas 8,112,103 ha. 
Akan tetapi dewasa ini alih fungsi laban pertanian pangan bekelanjutan banyak 
dialihfungsikan, diakibatkan dari adanya peningkatan jumlah pendudukan dan salah 
satu faktor penyebab adanya alih fungsi laban adalah keinginan negara untuk berubah 
dari negara agraris menjadi negara industri. Kegiatan industri pada saat ini banyak di 
kembangkan di Indonesia untuk menarik investasi luar negeri, sehingga pada saat 
yang bersamaan laban guna kawasan industri dibutuhkan. Semakin banyaknya 
aktivitas alih fungsi laban di Indonesia apabila tidak dikendalikan, maka laban 
pertanian pagan ini akan berkurang luasnya dan kebutuhan akan pangan nasionalpun 
akan berkurang. Pemerintah dalam hal ini sebagai penguasa menetapkan Undang­
Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Laban Pertanian Pangan 
Berkelanjutan untuk melindungi dan menetapkan laban pertanian pangan 
berkelanutan. Dalam undang-undnag ini juga memerintahan kepada Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah untuk secara bersama-sama melaksanakan apa yang 
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 salah satunya dengan 
cara membuat zonasi mengenai laban pertanian pangan berkelanjutan. 
Salah satu kabupaten di Indonesia yang melaksanakan alih fungsi laban pertanian 
guna kawasan Industri adalah Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini, Kabupaten Cianjur 
merupakan kaabupaten yang memiliki identitas sebagai penghasil padi yang baik. 
Akan tetapi laban pertanian di Kabupaten Cianjur mengaiami pasang surut penurunan 
laban pertanian karena banyak dialihfungsikan guna kawasan industri. Dalam hal ini 
alihfungsi laban pertanian di Kabupaten Cianjur didasari pada Peraturan Daerah 
Kabuapten Cianjur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana 
mengatur mengenai zonasi kawasan industri. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Bumi terdiri dari tanab, air, dan luar angkasa. Dalam ranab bukum agraria 

bumi diisi oleb tanab dan laban. Tanab sendiri merupakan bagian penting dari 

kebidupan manusia. Fungsi tanab penting guna menopang kebidupan tumbub­

tumbuban, binatang, dan manusia. Selain itu, menjadi sumber daya alam yang 

penting karena selurub permukaan bumi menurut data statistik tabun 2016 

berjumlah sebanyak 7.425 Milyar jiwa1 dan banya sekitar 25% yang dapat dihuni 

oleb penduduk dunia 75% sisanya merupakan lautan dan samudera. Apalagi 

tidak semua daratan dapat ditinggali oleh manusia, seperti yang kita ketahui ada 

gurun pasir yang tidak dapat dihuni oleh manusia. Segala aktivitas manusia 

bergantung pada tanah, dalam hal ini negara barus berperan untuk mengatur tata 

kegunaan tanah untuk pemeliharaan dan penyediaan tanah. Dalam Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2 dan 3 menyebutkan " ... Cabang-cabang 

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh 

negara. Bumi dan air dan kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat .... " 

Terlebih lagi tanah sangat berperan penting untuk ketabanan pangan 

masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Laban sendip adalah suatu 

hamparan tanab, berkaitan dengan ukuran dari tanab itu sendiri. Tanah dan lahan 

merupakan suatu bagian yang penting untuk pertanian terlebih terbadap 

pertabanan pangan. Lahan dapat dilibat melalui dua prespektif yakni, dalam 

perspektif ekonomi serta objek budaya. Dilibat dari sudut pandang ekonomi 

laban dapat dimiliki secara orang perseorangan atau badan bukum, tanah atau 

lahan dapat dijadikan sebagai suatu objek yang status kepemilikannya dapat 

dialihkan. 

1 
b..!;J;Q;i.Lwww.worldometers.jnfo/WOild-population diakses pada 22 Februari 2017 pukul14.50 Wib. 
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Pengertian dari Pertanian menurut Soetrisno adalab "jenis kegiatan 

produksi yang berlandaskan proses pertumbuban dari tumbub-tumbuhan dan 

bewan, sering kali orang mengenal pertanian primer dan pertanian sekunder."2 

Pertanian primer adalab pertanian yang berkenaan dengan tumbub-tumbuhan 

atau yang mengelola tanaman. Sedangkan pertanian sekunder adalab binatang 

yang sumber makanannya adalab tanaman. 3 Produk utama dari Pertanian adalab 

pangan untuk kebutuban manusia. Yang dimaksud dengan pangan adalah segala 

bentuk produk basil dari sumber daya alam yang diolah maupun belum diolah 

untuk menjadi makanan bagi atau minuman yang dapat dikonsumsi oleb 

manusia. Di Indonesia sendiri yang menj adi pangan pokok adalah beras yang 

berasal dari tanaman padi, tanaman padi perlu ditanam di atas laban pertanian. 

Luas laban sawab di Indonesia menurut Badan Pusat Siatistik N asional 

dalam Sensus Pertanian tabun 2013 mencapai 8.112.103 Hektar.4 Di Provinsi 

Jawa Barat luas laban pertanian sawab mencapai 925.042.00 Hektar di tabun 

2013 jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tabun 2012 925.565.19 

Hektar pengurangan laban pertanian ini mencapai 523.19 Hektar, sedangkan di 

Kabupaten Cianjur yang merupakan salab satu lumbung padi nasional luas laban 

pertanian sawab di Tabun 2012 mencapai 66.232.87 Hektar dan laban tersebut 

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun berkurang menjadi 66.205.00 Hektar5
• 

Pengurangan jumlab laban ini adalab karena adanya alib fungsi laban pertanian 

ke non pertanian. Seiring dengan beijalannya waktu telah terjadi pertumbuhan 

penduduk yang meningkat, kebutuban masyarakat pun bertambab untuk 

bertempat tinggal dan juga untuk menjalankan usabanya. Hal ini menjadi salab 

satu faktor terjadinya alib fungsi laban, dan dengan keinginan negara yang ingin 

merubab dari negara agraris menjadi negara industri membuat negara dan 

2 Koerniatmanto Soetoprawiro, Pengantar Hukum Pertanian, GAPPERINDO, Jakart-a, 201'3, Him. 51. 
3 Jd,. 
4 haps_f/w\~•w.llp:,.go.id/linkT!!!>IeDIIlanliS/vlew/Jd/8$~, diakses pada 1 Maret 2017 pukul10.54 Wib. 
5 Statistlk La han Pertanlan 2009- 2013 Statictlc of 1\gricu/turol Land 2009-2013, Pusat data dan 
Slstem lnformasi Pertanian Sekretariat Jenderal- Kementerian Pertanian, 2014, Him 16. 
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masyarakat berusaha menghasilkan suatu produk yang dapat dijual ke luar 

negeri, dan mengundang para investor untuk menginvestasi di dalam negeri. 

Berkurangnya lahan pertanian mengganggu ketahanan pangan, adanya 

alih fungsi lahan ini membuat apa yang direncanakan Pemerintah Indonesia 

menjadi tidak berjalan dengan baik, yakni kedaulatan pangan. Pemerintah 

Indonesia berusaha kembali membangkitkan Swasembada Pangan Indonesia, 

yang menghasilkan produk pangan terbaik, sehingga tidak lagi melakukan impor 

dari luar negeri. Selain berpengaruh terhadap ketahanan pangan, alih fungsi lahan 

mempengaruhi kesejahteraan petani yang menjadi terganggu karena tidak ada 

lagi lahan yang perlu digarap sehingga pendapatan petani menjadi berkurang. 

Oleh karena itu, pemerintah harus membuat suatu peraturan yang mengatur 

mengenai perlindungan lahan di Indonesia karena Indonesia sebagai negara 

agraris perlu menjamin ketersediaan lahan pertanian6 yang dibentuk melalui 

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut sebagai UU PLP2B. 

UU PLP2B tersebut mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang 

melindungi lahan pertanian pangan berkelanjutan, bagaimana cara 

mempertahankan lahan, serta pengaturan alih fungsi lahan pertanian. Pengaturan 

alih fungsi laban ini dijalankan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Secara 

khusus pengaturc.n mengenai alih fungsi lahan sendiri diatur oleh peraturan 

perundang-undangan tersendiri yakni Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. 

Pengaturan mengenai perencanaan lahan pertanian pangan itu sendiri perlu diatur 

dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, dan perlu dilaksanakan di setiap wilayah di 

Indonesia. 

6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan 
Berkelanjutan, Lembaran Negara Tahun 2009 Nom or 149, Him 1. 
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Salah satu pengalihfungsian laban pertanian ke non pertanian terjadi di 

Kabupaten Cianjur, pengalihfungsian laban pertanian menyebabkan 

berkurangnya laban pertanian produktif. Faktomya adalab karena adanya alib 

fungsi laban pertanian ke non pertanian yang dijadikan sebagai pemukiman 

penduduk, dan laban yang beralib fungsi menjadi laban industri yang selanjutnya 

dijadikan pabrik. Laban pertanian yang beralih fungsi menjadi pabrik salab 

satunya terjadi di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur. Alib fungsi laban 

sendiri yang diatur di dalam Undang- Undang Nomor 41 Tabun 2009 Tentang 

PLP2B pada Pasal 44 yang menyebutkan : 

1) "Laban yang sudah ditetapkan sebagai Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dlindungi dan 
dilarang dialihfungsikan. 

2) Dalam hal untuk kepentingan umum, Laban Pertanian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat dialihfungsikan, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang- undangan ..... " 

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud pada UU PLP2B adalah 

Peratw·an Pemerintab Nomor 1 Tabun 2011 Tentang Penetapan dan Alib Fungsi 

Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan Pasal 35, yang berbunyi : 

1) "Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi 
dan dilarang dialihfungsikan. 

2) Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah 
atau Pemerintah Daerah dalam rangka : 
a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; atau 
b. teljadi bencana." 

Kcmudian dalam Peraturan Daerab yang dikeluarkan oleb Pemerintab Kabupaten 

Cianjur Nomor 17 Tabun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayab 

Kabupaten Cianjur Tabun 2011 - 2031. Pada pasal 36 Ayat 3 Peraturan Daerah 

Nomor 17 Tabun 2012 mengatur mengenai kawasan peruntukan pertanian, yang 

menyebutkan : 

"Kawasan peruntukan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yang 
akan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) akan diatur lebih 
lanjut dengau Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan p~:rundang-undangan." 
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Sedangkan, di Kabupaten Cianjur sendiri peraturan daerah tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan belum disahkan, sehingga 

sulit untuk menentukan kawasan pertanian yang dilindungi. Dalam Pasal 39 

Peraturan Daerah ini disebutkan mengenai pembagian kawasan peruntukan 

industri, yakni : 

Dalam ayat 1 (satu) kawasan peruntukan industri meliputi : 

a. Kawasan peruntukan industri besar; 

b. Peruntukan industri sedang; 

c. Peruntukan industri mikro, kecil, dan menengah. 

Selanjutnya ayat yang kedua dalam Pasal 39 ini menyebutkan bahwa kawasan 

industri besar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a berada di 

kecamatan Sukaluyu dan Ciranjang. Dalam ayat yang terakhir pada Pasal 39 

Peraturan daerah ini mengatur mengenai kawasan peruntukan industri sedang 

yang sebagaimana di atur pada ayat (1) hurufb, meliputi: 

a. Kecamatan Karangtengah; 

b. Kecamatan Sukaluyu; 

c. Kecamatan Ciranjang; 

d. Kecamatan Hawurwangi; 

e. Kecamatan Mande; 

f. Kecamatan Clkalongkulon; 

g. Kecamatan Gekbrong. 

Pada Pasal 33 Ayat 2 menyebutkan bahwa Pola Ruang Kawasan Budi Daya 

seperti yang digambarkan pada Pasal 39 harus di atur dalam Peta Pola Ruang 

Kawasan Budi Daya Kabupaten Cianjur dengan tingkat ketelitian minimal skala 

1 : 50.000. akan tetapi, kawasan peruntkan industri seperti yag disebutkan dalam 

Pasal 39 Ayat (1) dan (2) dalam Peta Pola Ruang Kawasan Budi Daya tidak 

tertuang. 

Selain itu, lahan pertanian yang berada di Desa Sukasima Kecamatan 

Sukaluyu ini merupakan lahan pcrtanian yang menggunakan jaringan irigasi 
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teknis. Alih fungsi lahan tersebut berada di atas lahan pertanian yang 

menggunakan sistem pertanian jaringan irigasi teknis. Pabrik yang didirikan di 

atas lahan pertanian j aringan beririgasi teknis ini sendiri dilarang untuk 

dialihfungsikan, ketentuan ini tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 

Tahun 2006 ten tang Irigasi dalam Pasal 83 Ayat ( 1) disebutkan : 

"Aiib fungsi laban beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat : 
a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; atau 
b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi laban danjaringan irigasi." 

Pengalihfungsian lahan pertanian di daerah Kecamatan Sukaluyu 

Kabupaten Cianjur yang banyak memiliki lahan pertanian pangan beririgasi ini 

dijadikan sebagai kawasan industri pabrik. Pabrik yang didirikan bukanlah pabrik 

yang membutuhkan lahan sedikit, melainkan pabrik dari perusahaan besar yang 

membutuhkan lahan puluhan hektar. Karenanya, tidak bisa dilupakan peraturan 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi 

Pembangunan Kawasan Industri, Pasal 1 Keppres tersebut mengatur : 

Pencadangan tanah dan/atau pemberian ijin lokasi dan ijin pembebasan 

tanah bagi setiap kawasan industri hams dilakukan dengan ketentuan-ketentuan, 

di antaranya lahan yang digunakan tidak mengurangi areal tanah pertanian, tidak 

dilakukan di atas tanah yang mempunyai fungsi utama untuk melindungi sumber 

daya dan warisan budaya, serta hams sesuai dengan sarana tata mang wilayah 

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Setempat .. Selanjutnya, dalam pasal 2 

Keppres ini menyehutkan bahwa selain ketentuan sebagaimana yang disebutkan 

dalam Pasal 1, pelaksanaan kegiatan pembangunan kawasan industri tidak dapat 

dilakukan terhadap Kawasan Pertanian, Kawasan Hutan Produksi, dan Kawasan 

Hutan Lindung. Pasal terakhir yakni Pasal 3 Keppres Nomor 33 Tahun 1990 ini 

mengatur bahwa Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

adalah Kawasan tanaman pangan lahan basah yang bempa sawah dengan 

pengairan dari jaringan irigasi dan lahan berpotensi irigasi yang dicadangkan 

untuk usaha tani dengan fasilitas irigasi. 
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Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 41 Tabun 2009 Tentang 

Perlindungan Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan, Pemerintab dan 

Pemerintah Daerab barus mengendalikan alib fungsi lahan untuk kepentingan 

laban pertanian, dan melibat kepada Peraturan Presiden Nomor 1 Tabun 2011 

Tentang Penetapan dan Alib Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan, serta 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tabun 1990 tentang Penggunaan Lahan Bagi 

Kawasan Industri pengalibfungsian laban pertanian ke non pertanian jelas 

melarang pengalibfungsian laban di atas laban pertanian beririgasi teknis, dan 

pada Peraturan Daerab Nomor 17 Tabun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

wilayab Kabupaten Cianjur terjadi inkonsistensi antara Pasal 39 Peraturan 

Daerah ini dengan Peta Pola Ruang Kawasan Budi Daya. Pada kenyataannya 

Pemerintab Kabupaten Cianjur tetap mengalibfungsikan laban pertanian ke lahan 

non-pertanian Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur menjadi laban kawasan 

industri, sebingga penulis akan membabasnya ke dalam sebuah penelitian bukum 

yang berjudul : 

"TINJAUAN YURIDIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON 

PERTANIAN GUNA KAWASAN INDUSTRI DI KABUPATEN 

CIANJUR" 

1.2 ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalab yang telah dijelaskan di atas, maka 

penulis menemukan adanya beberapa pennasalahan bukum, yaitu : 

1. Bagaimana Pengalihfungsian Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di 

Kabupaten Cianjur Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 41 Tabun 

2009? 

2. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur dalam Alih 

Fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Cianjur? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalab yang telab dikemukakan di atas, maka 

penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu : 

1. Untuk mengetabui apakab Pemerintab Kabupaten Cianjur melaksanakan alib 

fungsi laban pertanian ke non pertanian berdasarkan peraturan perundang­

undangan. 

2. Untuk mengetabui sejaub mana kebijakan pemerintab Kabupaten Cianjur 

dalam memperbatikan laban pertaniah_ terbadap alib fungsi laban pertanian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dibarapkan dapat digunakan sebagai baban pengembangan 

ilmu pengetahuan di Bidang Hukum Pertanian mengenai pengalihfungsian 

laban pertanian ke non pertanjan. 

b. Manfaat Praktis 

Dengan adanya penelitian ini dibarapkan dapat memberikan masukan yang 

baik terhadap para pibak berkaitan dengan pengalihfungsian !ahan pertanian. 

1.5 Metode Penelitian 

Dalam penelitian kali ini metode penelitian yang digunakan adalah 

Penelitian Normatif, dimana menggunakan sumber data sekunder, yaitu 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan bukum yang mengikae seperti 

Undang-Undang Nomor 26 Tabun 2007 Tentang Penataan Ruang, Undang­

Undang Nomor 41 Tabun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian 

Pangan Berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 19 Tabun 2013 Tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Peraturan Pemerintab Nomor 20 

7 
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm.52 
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Tahun 2006 Tentang Irigasi, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 

Tentang Penetapan dan Alih Fungsi Laban Pertanian Pangan Berkelanjutan, 

Keputusan Presiden Tahun 1990 Tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan 

Industri, Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 

2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur tahun 2011-

2031. 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, basil karya dari 

kalangan hukum adalah Buku Pengantar Hukum Pertanian Karya 

Koemiatmanto Soetoprawiro, Hukum Agraria N asional Karya Bernhard 

Limbong, Hukum Agraria Indoesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang 

Pokok Agraria, Hukum Agraria Indoesia, Sejarah Pembentukan Undang­

Undang Pokok Agraria, lsi dan Pelaksanaannya Karya Boedi Harsono, 

Kebij akan Konversi Laban Pertanian dalam Rangka Mernpertahankan 

Ketahanan Pangan (Studi Kasus di Pulau .Tawa) Karya Apriyana Nana, 

Hukurn Tanah Nasional : dalarn Perspektif Otonorni Daerah Karya Abbu 

Sanrnas. Hukurn Tata Ruang dalarn Konsep Kebijakan Otonorni Daerah 

Karya Juniarso Ridwan dan Achrnad Sodik. 

c. Bahan hukurn tersier, yaitu bahan hukurn yang rnernberikan petunjuk 

rnaupun penjelasan terhadap bahan hukurn primer dan bahan hukurn 

sekunder, seperti karnus, ensiklopedi, dan lain-lain. 

Untuk pengurnpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan 

dengan cara sebagai berikut : 

a. Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara mengkaji data sekunder yang 

terdiri atas bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang 

sedang diteliti. Penelitian kepustakaan dilakukan baik untuk rnernperoleh 

bahan hukurn primer seperti peraturan perundang-undangan, rnaupun 

bahan hukum tersier seperti buku, jumal huk.-urn. 

9 

. .. 



I ' 

b. Studi lapangan, dilakukan untuk memperoleh data-data primer sebagai 

penunjang data sekunder, dengan melakukan wawancara untuk 

memperoleh informasj yang akan mendukung terhadap studi data primer 

yang dilakukan. 

Data yang diperoleh tersebut disusun dengan teratur dan sistematis, selanjutnya 

akan dianalisis dengan menghubungkannya dengan bahan hukum primer dan 

sekunder secara kualitatif dari sudut pandang ilmu hukum untuk ditarik 

kesimpulan dari permasalahan yang ada. 8 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan Hukum ini akan dibagi menjadi 5 BAB. Penjelasan setiap bah 

adalah sebagai berikut : 

BABI PENDAHULUAN 

BABII 

BAB III 

BABIV 

8 ld., him 70. 

Dalam Bah ini memuat lentang Latar Belakang Permasalahan 

yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini, Rumusan Masalah, 

selanjutnya mengenai Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan 

Metode Penelitian yang akan digunakan. 

TINJAUAN UMUM PENGATURAN PENGALIHFUNGSIAN 

LAHAN DI INDONESIA 

Dalam Bah ini akan membahas pengertian dan pembahasan secara 

umum Pengalihfungsian Lahan di Indonesia 

PELAKSANAAN PENGALIHFUNGSIAN LAHAN 

PERTANIAN DI KABUPATEN CIANJUR 

Bah ini akan membahas pembahasan Pengalihfungsian Lahan 

Pertanian di Kabupaten Cianjur. 

AN ALI SIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

INDONESIA TENTANG PENGALIHAN LAHAN PERTANIAN 
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BABY 

DIKAITKAN DENGAN PENGALIHFUNGSIAN LAHAN DI 

KABUPATEN CIANJUR 

Bah ini akan memuat mengenai hasil analisa tentang Peraturan 

Perundang-undangan Indonesia mengenai alih fungsi lahan 

pertanian yang akan dikaitkan dengan pengalihfungsian lahan di 

Kabupaten Cianjur. 

KESIMPULAN DAN SARAN 
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